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TENT ANG 
PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN MINAHASA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA, 
bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Minahasa 
butuh pengawasan konkrit guna penjaminan optimalnya 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga dapat berjalan 
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan seperti diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2017  ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten 
Minahasa; 
1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 
2 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme; 

3 .  Undang-Undang Nomor 3 1  Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

6 .  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  ten tang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 
10 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015) ;  

1 1 .  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi 
Pemerintahan; 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara 
Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; l 

12.  Peraturan .[ . 



Menetapkan 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 

17 .  Peraturan Pemerin tah N omor 18 Tah un 2016  ten tang Organisasi 
Perangkat Daerah; 

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan 
Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

19 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan 
Departemen Dalam N egeri Dan Pemerin tah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Norma Pengawasan dan Kade Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1 ) ;  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Norma Pengawasan dan Kade Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 

23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi 
dan Kabupaten/Kota; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25.  Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

26. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PEJABAT PENGAWAS 
PEMERINTAHAN DAERAH 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan Pejabat 
Pengawas Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil pada 
Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa yang melaksanakan tugas 
pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Pasal 2 

( 1 )  Bupati mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pejabat 
Pengawas Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabu paten Minahasa. 

(2) Pemindahan Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1 )  mempertimbangkan formasi dan 
kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan. 

Pasal 3 

Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat ( 1 )  dikelompokkan dalam bidang pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan. 1 

Pasal 4 . 



Pasal 4 

Persyaratan pengangkatan Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 )  meliputi: 
a. Pendidikan paling rendah berijazah diploma III; 
b. Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Pengatur (11/c); 

dan 
c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan 

penyelenggaraan pemerin tahan. 

Pasal 5 

( 1 )  Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat ( 1 )  yang melakukan pelanggaran terhadap 
Norma Pengawasan dan Kade Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 
diberhentikan dari jabatannya, 

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
berdasarkan rekomendasi dari Tim Kehormatan Kade Etik. 

Pasal 6 

( 1 )  Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 )  dilakukan 
melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidangnya. 

(2) Jenjang dan materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  disusun Badan Pendidikan dan 
Pelatihan dan Inspektorat J enderal yang diatur dalam Peraturan 
Menteri. 

Pasal 7 

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf c, dan Pasal 6 dilakukan Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Departemen Dalam N egeri dan Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Provinsi atau sebutan lainnya. 

Pasal 8 

( 1 )  Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten yang 
pada saat ditetapkan Peraturan ini telah melaksanakan tugas di 
bidang pengawasan diangkat dalam jabatan Pejabat Pengawas 
Pemerintah Daerah. 

(2) Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten yang 
pada saat ditetapkan Peraturan ini diangkat dalam jabatan 
Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dengan ketentuan telah 
mengiku ti pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan 
penyelenggaraan pemerin tahan. 

Pasal 9 . (.  . . . . .  



Pasal 9 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mtgetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa 

Ditetapkan di Tondano pada tanggal l:2.. MtA R-IT ?.CJl(J 

BUPATI MINAHASA, 

JANTJE W. SAJOW 

Diundangkan di Tondano pad a tanggal '11. M IA tR-et ?, C? I 8 

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN MINAHASA, 

JEFFRY ROBBY KORENGKENG 
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2017  NO MOR �6 


